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MOTTO

“KEBANYAKAN DIRI KITA TIDAK MENSYUKURI APA YANG
SUDAH KITA MILIKI, TETAPI KITA SELALU MENYESALI
APA YANG BELUM KITA CAPAI"!

! Aldus Huxley (http//www.google.com/Hitamputihkita’s Weblog.htm di akses tanggal
18 september 2013
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RINGKASAN

Sepanjang tahun 2013 rakyat Indonesa akan disibukkan dengan maraknya
aktivitas kampanye yang akan dilaksanakan oleh para kontestan Pemilu baik
kampanye Partai Politik, kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
maupun kampanye yang dilaksanakan oleh calon Presiden/Wakil Presiden. Suatu
hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Polri adalah bahwa dalam Pemilu
2013 anggota POLRI tidak ada yang bergabung dan ikut serta sebagai calon
anggota Legislatif dari parpol-parpol peserta Pemilu 2013.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil Judul “Kajian Yuridis
Netralitas Hak Pilih Polisi Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum menurut
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah”.

Kemudian dapat terumuskan dan pertanyaan yang harus dijawab adalah,
Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Hak Pilih Bagi Polri dalam Pemilihan
Umum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia? dan Bagaimanakah hubungan hukum terhadap hak pilih bagi Polri
dengan konsepsi Netralitas Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang Undang
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

dalam konteks masyarakat demokratis di Indonesia?

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan mengetahui tentang
Sistem Pemilihan Umum vyang berjalan di Indonesia, mengetahui tentang
bagaimana Hak Pilih Bagi Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia
serta mengetahui bagaimanakah Netralitas Hak Pilih Bagi Polri dalam konteks

Hak Asasi pada pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
bersifat yuridis normatif (legal research), artinya permasalahan yang diangkat,

dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan
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kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah
penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

Dalam Pembahasan dapat diketahui bahwa, menurut Undang — Undang
No. 8 tahun 2012, hak pilih dan memilih bagi anggota Polri dalam Pemilihan
Umum dihilangkan sehingga Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa
adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak
memilih dan dipilih bagi anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan
oleh negara.

Undang —Undang No. 8 tahun 2012 dan Tap MPR No. VI11/2000 tentang
Peran TNI dan Polri dapat disimpulkan secara tidak langsung negara menindas
Hak Asasi Polri dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya keinginan Negara dan
mewujudkan Konsep Netralitas kepolisian dalam pelaksanaan Pemilihan umum.
Dan berarti belum terdapatnya sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun
horizontal antara penghapusan hak pilih bagi Polri dengan konsepsi Hak Asasi

Manusia dalam konteks masyarakat demokratis.
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